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ABSTRAK

Kebijakan pemblokiran dua puluh dua situs radikal merupakan respon
sekaligus solusi pemerintah dalam mengahadapi berbagai peristiwa aksi kekerasan
dan terorisme yang belakangan ini kerap terjadi dan disebabkan oleh ulah kelompok-
kelompok radikal beserta para simpatisaanya. Pemblokiran terhadap situs internet ini
dilakukan karena dalam konten-konten situs internet tersebut mengandung ajakan-
ajakan untuk bergabung dengan kelompok radikal samapai ajakan untuk disitegrasi.
Namun, sungguh terdengar ironis apabila dalam realitasnya kebijakan yang pada
awalnya mempunyai tujuan mulia untuk mensejahterakan rakyat malah disambut
dengan derasnya hujan hujatan dan dukungan dari rakyat dalam realisasinya. Hal ini
disebabkan karena kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip negara
demokrasi berupa kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana
telah diatur dalam UU No. 40/1999 dan UU No. 09/1998.

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo) Tentang Pemblokiran Dua Puluh Dua Situs Radikal Dalam
Perspektif Siyasah” ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
metode kualitatif dan menggunakan model penulisan bersifat deskriptif analitik. Data
yang diperoleh dianalisis melalui teori kebijakan publik dengan pendekatan konsep
ketahanan nasional dan good governaunce. Selanjutnya, pada bagian akhir
pembahasan juga disajikan analisa dari perspektif siyasah. Kolaborasi ini diharapkan
dapat memperkaya isi pembahasan dan memberi pemahaman yang luas dari berbagai
sudut pandang (dimensi). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan
pemblokiran terhadap dua puluh dua situs radikal dan relevansinyanya terhadap
nilai-nilai normatif islam yang berdasarkan kepada al-Qur’an dan As-Sunnah.

Hasil dari penelitian ini menununjukan bahwa, kebijakan pemblokiran
terhadap situs-situs radikal yang dilakukan oleh Kemenkominfo sudah tepat.
Dikatakan tepat karena, dalam kebijakan tersebut secara garis besar sudah memenuhi
beberapa prinsip good governaunce seperti: partisipasi, tarnsparansi, akuntabilitas,
efektivitas, dan memandang semua sama. Selain itu, apabila situs-situs radikal tidak
cepat ditanggulangi oleh pemerintah selaku pihak berwenang akan menimbulkan
berbagai kegaduhan (aksi kekerasan) yang dapat berdampak buruk terhadap sisitem
Ketahanan Nasional, terutama dalam bidang Pertahanan-Keamanan, Ideologi dan
Politik. Hal ini sejalan dengan prinsip pengambilan kebijakan dalam islam (siyasah)
yang harus didasarkan kepada kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Dengan
demikian, pengaruh dari kelompok dan paham radikalisme yang dapat menimbulkan
perpecahan dalam rakyat dapat diindikasikan sebagai kerusakan.

Akan tetapi, ada beberapa potensi kegagalan dari proses implemenatasi
kebijakan ini diantaranya, adanya pengabaian terhadap aspek yuridis (tidak ada
payung hukum yang kuat) dan beberapa terhadap aspek administratif.

Kata Kunci: Radikalisme, Situs Internet, Kebijakan, Ketahanan Nasional.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S Es (titik di atas)
z Jim J Je
“ Ha’ H Ha (titik di bawah)
“ Kha’ Kh Ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z Zet (titik di atas)
L) Ra’ R Er
J Zai Y. Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan Ye
o= Sad S Es (titik di bawah)
o= Dad D De (titik di bawah)

vi



Ta T Te (titik di bawah)
L Za Z Zet (titik di bawah)
& ‘Ain -t Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge
] Fa’ K Ef
3 Qaf Q Qi
Sl Kaf K Ka
J Lam i, El
B Mim M Em
8 Nun N En
3 Wau W We
-2 Ha’ H Ha
¢ Hamzah i Apostrof
T Ya By Ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

Ladl  ditulis ahmadiyyah

Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
delas ditulis jama‘ah

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:
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LM AR ditulis karamatul-auliya’
Vokal Pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.
Vokal Panjang
A panjang ditulis a, i panjang ditulis 1, dan u panjang ditulis @i, masing-masing
dengan tanda (-) hubung di atasnya.
Vokal-vokal Rangkap
1. Fathah dan ya’ mati ditulis ai, contoh:
eSJ-u ditulis bainakum
2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

J¥  ditulis gaul

. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

)
bl ditulis a’antum
Cii%a ditulis mu’annas

. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah
Sl ditulis Al-Qur’an
ol ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

Wl ditulis Ass-Sama’
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ol ditulis Asy-Syams
I. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.
J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
1. Dapat ditulis menurut penulisannya
oasdll s 53 ditulis Zawil-furad
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
L) (A ditulis Ahl as-Sunnah

SN & ditulis Syaikhul-Islam
K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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“Seoarng pemuda diukur dari tekadnya,
barangsiapa tidak mempunyai keyakinan ( tekad )
maka tidak akan meraih ( keberhasilan )”’

(Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imrithy, Nadzmul Imrithy: 17)
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Radikalisme Islam merupakan isu internasional yang sudah lama
mencuat di permukaan wacana masayarakat global. Radikalisme Islam sebagai
fenomena historis-sosiologis muncul menjadi perbincangan global akibat dari
kekuatan media yang mempunyai pengaruh besar dalam membentuk presepsi
masyarakat dunia. Banayak label-label yang diberikan negara-negara Barat dan
Amerika Serikat untuk menyebut Islam Radikal ini, mulai dari kelompok garis
keras, ekstrimis, kelompok garis kanan, militan, fundamentalisme sampai
terorisme.'

Banyak orang yang mengembangkan spekulasi secara tendesius bahwa
akar dari terorisme adalah fundamentlisme dan radikalsime agama, terutama
Islam. Tak heran jika islam seringkali dijadikan “kambing hitam” dalam setiap
ulah terorisme. Terlebih lagi paska hancurnya gedung WTC New York 11
September 2001 yang menurut Amerika dilakukan oleh kelompok Islam garis
keras (Al-Qaeda dan Taliban), semakin membuat term Islam Radikal lebih
mengglobal lagi dan berimplikasi pada semakin menguatnya kecurigaan

masyarakat dunia terhadap gerakan Islam Radikal. Padahal, sebenarnya semua

'Sun Choirol Ummah,” Akar Radikalisme Islam Di Indonesia”, Jurnal
Humanika, No. 12 (September, 2012),hlm. 112.
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nilai-nilai agama, dari Yahudi, Kristen hingga Islam, dapat disimpangkan
menjadi kekuatan teror yang menghancurkan tatanan bernegara.2

Pendapat lain juga diutarakan oleh Arsyad Mbai yang dikutif dari tulisan
Rizky, ia mengatakan bahwa radikalisme adalah akar dari terorisme. Menurut
Mbai, bahwa ideologi radikal penyebab marakanya aksi teror di Indonesia,
sehinnga pencegahan terorisme harus diikuti oleh pemeberantasan terhadap
radikalisme.’

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Radiklaisme
didefinisikan sebagai paham atau aliran yang memnginginkan perubahan atau
pembaharuan sosial dan politik dengan cara keras atau derastis.* Dalam
pengertian ini, artinya yang bisa dikatakan ke dalam kelompok radikal ialah
kelompok yang membenarkan segala kekersan dalam setiap aksinya. Pada awal
kemunculannya, memang tidak ada sama sekali kaitannya dengan agama.
Karena kata radikalisme sendiri tertuju untuk sebuah kelompok gerakan radikal
pada abad ke-18 di Britania Raya yang menginginkan reformasi sistem
pemilihan secara radikal.’

Radikalisme kembali menjadi topik yang ramai diperbincangkan ketika

Kementerian Komunikasi dan Informasi ( Kemenkominfo ) mngeluarkan

2Bambang Pranowo, Multi Dimensi Ketahanan Nasioanl, Cet. 1, (Jakarta:
Pustaka Alvabet, 2010), him. 36

3Sun Choirol Ummah,” Akar Radikalisme Islam Di Indonesia”, Jurnal
Humanika, No. 12 (September, 2012), hlm. 112.

*Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 719.

°Dr Ali Musri Semjan Putra, MA, “Radikalisme Sebab Dan Terapinya”,
https://almanhaj.or.id/4120-radikalisme-sebab-dan-terapinya.html, akses 08 Agustus
2016.



sebuah tindakan pemblokiran terhadap 22 (dua puluh dua) situs radikal Islam
pada tanggal 29 Maret 2015. Kebijakan ini diinisiasi dan dikeluarkan pada saat
isu ISIS® beserta pahamnya telah menjadi ancaman bagi persatuan dan
keamanan di banyak negara-negara dunia termasuk Indonesia.

ISIS dikabarkan telah masuk ke Indonesia sejak bulan Juli 2104 lalu yang
ditandai dengan kemunculan beberapa kelompok di Bundaran HI yang
melakukan bai’at pertama kali. Akan tetapi kemunculannya baru diketahui di
Indonesia, pada saat video dukungan sekelompok warga Negara Indonesia
yang dipimpin Abu Muhammad al-Indonesi tampil berapi-api pada tanggal 8
Agustus 2104 berjudul “Join The Ranks” atau ayo bergabung di unggah di
Youtube. Kemunculannya yang tidak pernah diduga memberikan kabar buruk
bagi Indonesia sebagai negara kesatuan yang menjunjung tinggi akan persatuan
dan kesatuan.'Tidak hanya itu bahkan, mereka secara terang-terangan
menantang TNI, POLRR, Densus dan Banser.®

Kebijakan ini seketika menjadi buah bibir masyarakat pada saat itu
karena, kebijkan tersebut dikeluarkan dengan sambutan berbagai pro-
kontra.Yang pro karena mereka berpendapat bahwa hal ini merupakan langkah

yang bagus untuk meminimalisir masuknya paham-paham ISIS ke Indonesia

°ISIS (Islamic Satate of Irak and Suriah) adalah kelompok radikal yang
berpusat di Irak dan di Suriah, dan pada akhir-akhir ini mereka gencar melakukan aksi-
aksi teror dan ekspansi ke bebagai daerah di dunia, termasuk Indonesia.

"Devi Aryani, “Fenomena Radikalisme Gerakan Isis Di Indonesia, Analisis
Terhadap Isi Pada Media Online Mengenai Gerakan Isis Di Indonesia’, Naskah
Publikasi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, UMS ( 2015), hlm. 4.

8«ISIS di Indonesia ancam Panglima TNI dan POLRI”, www.idjoel.com, akses
27 Agustus 2016.



lewat media situs internet. Adapun yang kontra, mereka beranggapan bahwa
kebijakan ini dikelurakan secara sepihak dan tak berdasar.

Kedua puluh dua situs tersebut di antaranya adalah: arrahmah.com, voa-
islam.com, ghurdba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com,
dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net,
hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net,
dakwahmedia.com, muqgawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com,
eramuslim.com, daulahislam.com, mshoutussalam.com, azzammedia.com,
Indonesiasupportislamicstate.blogspot.com. Semua situs ini telah diblokir oleh
Kemenkominfo melalui ISP ( Internet Service Provider) sebagai penyedia jasa
layanan internet di Indonesia.

Sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 9 April 2015, Kemenkominfo
membuka kembali sebanyak dua belas situs yang tadinya telah diblokir. Entah
dengan alasan apa pemerintah, yang dalam hal ini Kemenkiminfo, sehingga
mereka harus menormalisasi kembali situs yang diblokirnya. Memang tidak
ada kejelasan. Yang pasti, dalam Arrahmah.com disebutkan bahwa sebanyak
sepuluh pengelola situs mengonfirmasi kepada Kemenkominfo untuk meminta
situsnya dibuka kembali, dan dua situs melakukan pengajuannya melalui surat,
dan tak lama kemudian pengajuan mereka segera direalisasikan oleh
Kemekominfo. Kedua belas situs tersebut diantaranya: hidayatullah.com,
salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, gemaislam.com,
panjimas.com, muslimdaily.net, voa-islam.com, dakwatuna.com, an-najah.net,

eramuslim.com, arrahmah.com, sedangkan sisanya sebanyak sepuluh situs



tidak dibuka kembali karena, tidak ada konfirmasi apapun dari pihak
pengelolanya kepada pemerintah.9

Situs-situs Internet merupakan ekspresi terhadap kebebasan berpikir dan
berpendapat bagai masyarakat. Artinya, situs-situs Internet merupakan wadah
bagi masyarakat untuk mengkreasikan pemikirannya, maupun sebagai fasilitas
untuk mengutarakan berbagai kritik dan saran terhadap suatu permasalahan
negara atau pemerintah. Hal ini semua sangat sah-sah saja dalam negara
demokrasi seperti Indonesia, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Pasal 4 Tentang Pers dan UU No. 09
Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

Di berbagai media dikabarkan bahwa kebiajakan Kemenkominfo
terkesan sebatas mengakomodir rekomendasi dari Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku pihak yang bersangkutan langsung
dengan penaggulangan terorisme karena, sebelumnya Kemenkominfo
menerima surat permintaan pemblokiran dari BNPT melalui surat No.
149/K.BNPT/3/2015. Kemenkominfo tidak melakukan pengkajian ulang
terhadap surat rekomendasi BNPT tersebut. Selain itu, Kemenkeminfo juga
tidak menempuh jalur kmomunikasi maupun koordinasi terlebih dahulu dengan

berbagai pihak bersangkutan.'’

® Arrahmah.com, Akses 08 Agustus 2016.

0A. Zaini Bisri ,“Analisis Berita : Kacamata Kuda Pemblokiran Situs Radikal”,
dalam http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kacamata-kuda-pemblokiran-situs-
radikal/, diakses tanggal 29 Maret 2016.



Agus Sudibyo, seorang pengamat media berpendapat bahwa, ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kebijakan Kemenkominfo tentang
penghapusan dua puluh dua situs Islam tersebut. Pertama, pemerintah harus
mempunyai kriteria yang jelas tentang apa itu ajaran agama yang radikal dan
sejauh mana batasannya. Kedua, harus mengandung equal treatment, sebab
yang berpotensi menyebarkan radikalisme bukan hanya situs islam, tetapi juga
situs agama lain. Artinya, kebijakan penghapusan ini harus benar-benar
mencerminkan keadilan tanpa ada diskriminasi agama. Ketiga, akan lebih baik
jika pemerintah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengelola situs-situs
agama itu, memberi peringatan dan kesempatan bagi mereka untuk klarifikasi,
ini penting suapaya terhindar dari kesan kesewenang-wenangan pemerintah.
Keempat, akan terasa lebih baik jika persoalan situs radikal ini diselesaikan di
Pengadilan.11 Dari beberapa pendapat Agus tadi, maka, akan terlihat bahwa
dalam mengeluarkan kebijakan ini terdapat beberapa poin yang secara
prosedural dan substansial telah Kmenkominfo abaikan. Terebih lagi, dalam
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 tahun 2014 tidak mengatur secara jelas
mekanisme pemblokiran yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat dan
pendefinisian situs radikal yang jelas.

Kebijakan dibuat untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat,

melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedaimaian

"1 April 2015, wawancara dikutip dari http:/detik.com, diakses tanggal 29
Maret 2016.



dalam masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan masyalrakatat.12 Jadi,
dikeluarkannya kebijakan pemblokiran dua puluh dua situs radikal ini
diharapakan dapat mewujudkan semua cita-cita di atas dan terhindar dari
dampak negatif.

Dari penejelasan-penjelasan di atas maka, dalam penelitian ini penulis
akan melihat bagaimana kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo) tentang pemblokiran dua puluh dua (22) situs dalam
perspektif siyasah. Dalam tulisan ini akan disajikan bagaimana analisis terori
kebijakan publik dalam memandang kebijakan yang dikeluarkan oleh
Kemenkominfo selanjutnya, pada akhir pembahasan akan disajikan juga
pandangan siyasah terhadap kebijakan tersebut sebagai analisa akhir.
Tujuannya, agar dapat diketahui tingkat keberhasilan dari implementasi
kebijakan pemblokiran situs-situs radikal dan sejauh mana keserasiannya
dengan norma-norma islam (siyasah) sebagai agama paripurna yang
mempunayi serangkaian nilai-nilai ideal dalam memandang kehidupan. Selain
itu, dipadukan juga dengan pendekatan Ketahanan Nasioanl dan Good
Governaunce untuk memperkuat argumen, memperkaya pembahasan dan
mengetahui tingkat kesesuaian kebijakan pemblokiran ini dengan kedua konsep

tersebut.

"*“Pengertian, Tujuan dan Contoh Kebijakan Publik”,
http://www kitapunya.net/2015/08/pengertian-tujuan-dan-contoh-kebijakan.html,  akses
30 Maret 2016.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa dua puluh dua situs internet tersebut diblokir oleh Kemenkominfo
dan mengapa pada dua belas situs diantaranya dinormalisasi kembali?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Kemenkominfo dalam pemblokiran dua

puluh dua situs internet tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan penulis di atas, maka tujuan
dan kegunaan dari penelitian ini secara khusus sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan alasan-
alasan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)
dalam kebijakan pemblokiran dua puluh dua situs radikal dalam
perspektif siyasah.

b. Penelitian ini juga, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar
keserasian implementasi kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip
Ketahanan Nasional, Good Governauce dan siyasah.

2. Kegunaan Penelitian
a. Dari hasil peneltian yang penulis dapatkan, diharapakan nantinya akan

memberikan sumbangsih terhadap khasanah keilmuan tata negara dan



politik islam, baik bagi penulis khususnya, maupun bagi para kademisi
yang mempunyai konsentrasi dibidang ilmu tersebut pada umumnya.

b. Penelitain ini juga diharapakan menjadi bahan kajian lanjutan yang
lebih mendalam bagi semua pihak yang berkonsentrasi dibidang kajian
bersangkutan. Hasil dari kajian ini juga diharapakn dapat menghiasi
perbincangan dalam berbagai diskusi, terutama bagi orang yang senang
berdinamika di bidang kebijakan dan dikaitkan dengan wacana islam
Indonesia yang selalu ditakuti oleh banayak pihak atas kekuatan

politiknya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian yang dilakukan untuk mendapatkan
gamabaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan
penelitian yang sejenis yang pernah ada sebelumnya, supaya tidak ada
pengulangan penelitian yang tidak perlu dan mubazir."?

Setelah penulis melakukan telaah pustaka terhadap berberapa literatur,
ditemukan beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan
mempunyai sisi kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan
dengan judul ” KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA (KEMENKOMINFO) TENTANG PEMBLOKIRAN DUA

PULUH DUA (22) SITUS RADIKAL DALAM PERSPEKTIF SIYASAH”.

3Abuddin Nata, Metodelogi studi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1998),
hlm.135.
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Sejauh pantauan penulis, hanya terbatas pada penelitian skripsi dan karya tulis
lainnya, belum ada pembahasan utuh yang dituangkan ke dalam bentuk buku.
Adapun skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian ini anatara lain:

Adi Suhaedi, dengan hasil karyanya yang berbentuk skripsi berjudul
“Metamorfosis Gerakan Islam Politik: Respon Gerakan Islam Terhadap
Pemerintahan Orde Baru Tahun 1971-1990”. Dalam skripsinya, Adi
menganalisa bahwa islam sejak didirikannya pemerintahan Orde Baru, yang ia
batasai pada akhir tahun 1970-an dan pertengahan 1980-an, tidak lagi
mengalami politisasi karena, dengan adanya kontrol yang ketat dari pemerintah
maka akan menjegal usaha siapapun untuk menggunakan agama sebagai basis
ideologi, atau untuk mencipatakan struktur kekuatan politik. Gerakan
pemikiran islam pada pertengahan tahun1970-an muncul sebagai akibat dari
pemikiran islam politik berkembang lebih memperhatikan substansi ketimbang
bentuk. Pada pertengahan 1980-an, hubungan islam dan negara mulai mencair
lebih akomodtaif, ditandai dengan lebih dilonggarkannya wacana politik islam
dan dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian
besar masyarakat islam. Selain itu, sejulmah aktivis islam menempati posisi
penting di birokrasi dan partai."*

Selanjutnya, karya tulis Tirto Saputro berjudul “Sikap dan Aksi FPI
sebagai Ormas Islam Terhadap Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme di

Indonesia”. Dalam tulisannya, Tirto menilai bahwa FPI meskipun identik

"Adi Suhaedi, “Metamorfosis Gerakan Islam Politik: Respon Gerakan Islam
Terhadap Pemerintahan Orde Baru Tahun 1971-1990”, Skripsi, Jurusan Sejarah
Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga (2010).



11

dengan Ormas yang sangat frontal dalam bertindak dan kental dengan klaim
“pereman berjubah” dikalangan masyarakat, namun dalam setiap pemikiran,
sikap dan aksi, mereka tidak terlepas dari pijkan nilai yang akomodatif dan
orientatif, yaitu Ahlussunnah wal Jama’ah. Sehingga dalam bentuk pemikiran
FPI tentang kemaksiatan/kemungkaran, termasuk sekularisme, pluralisme, dan
liberalisme di Indonesia dapat dikatagorikan fundamental, dalam sikap dapat
dikatagorikan akomodatif, sedang dalam aksinya dapat dikatagorikan tegas."’
Selajuntanya, karya berjudul “Respon Gerakan Mujahidin Rohingya
Terhadap Kebijakan Politik Myanmar Tahun 1942-1962”. Skripsi ini ditulis
oleh Muhamad Adi Saputro mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsinya, Adi menjelasakan bahwa
ada bebrapa kebijakan yang dirasa merugikan dan mendiskriminasi orang
muslim di Rohingya yang dilakukan pemerintahan Myanmar dan orang Magh
Budha. Atas diskriminasi ini maka muncul lah sebuah tuntutan dan
pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan Mujahidin Rohingya.
Tuntutannya berupa pembentukan daerah otonom muslim Rohingya dan
pendidikan yang berbasis islam. Selain tuntutan juga, terjadi pemberontakan-
pemberontakan yang terbagi kedalam tiga periode: fase awal pemberontakan

(1948), fase puncak pemberontakan (1949-1950) dan fase terakhir sebagai fase

“Tirto Saputro, “Sikap dan Aksi FPI sebagai Ormas Islam Terhadap
Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme di Indonesia”, Skripsi, Jurusan Siyasah,
Fakultas Syari’ah dan Hukum,UIN Sunan Kalijaga (2014).
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kemunduran gerakan mujahidin (1951-1962). Terori yang digunakan ialah
pendekatan politik. 6

Trakhir, karya Hery Susanto, skripsi yang berjudul “Kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam Upaya mewujudkan City
Brand”Tuban Bumi Wali — The Spirit Of Harmony”. Skripsi ini membahas
tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Tuban dalam menciptakan image
positif yang sebelumnya hanya sebatas dijuluki sebagai Kota Tua. Selain untuk
menciptakan image positif daerah, kebiajakan City Brand juga diguanakan
sebagai landasan dalam pemabanguan daerah Kabuapaten Tuban.

Dalam skripsinya, Hery menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah
Tuban yang dibangun dengan kemampuan komunikasi politiknya melalui
strategi City Brand sebagai konsep pembangunan daerah meruapakan langkah
yang tepat karena, kebijakan ini penguat dari kearifan lokal setempat dan
wujud dari penerapan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat (2). Berbagai
program kerja yang berkaitan dengan kebijakan inipun telah dilakukan melalui
relasi antara pemerintah, masayarakat dan swasta, sehingga program City
Brand ini telah relevan dengan kosep Good Governance. Adapun teori yang
diguanakan ialah teori kebijakan publik, yang kemudian diperhalus

menggunakan pendekatan kebijakan dalam islam."”

"“Muhamad Adi Saputro,” Respon Gerkan Mujahidin Rohingya Terhadap
Kebiajakn Politik Pemerintah Myanmar Tahun (1948-1962)”, Skripsi, Jurusan SKI,
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga (2015).

“Hery Susanto,” Kebijakan Pemerintah Daerah Tuban dalam Upaya
Mewujudkan City Brand “Tuban Bumi Wali — The Sapirit of Harmony””, Skripsi,
Jurusan Siyasah Fakultas Syriah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015).
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Dari beberapa karya di atas, penulis tidak menemukan kesamaan secara
keseluruhan dalam pembahasan dengan judul yang akan penulis teliti. Adapun
skripsi Heri, meski mempunyai kemiripan dalam sisi teori, namun terdapat
perbedaan dalam sisi objek penelitian. Selain itu, meski ada kesamaan dalam
pemakaian metode pembahasan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan
good governaunce namun, penulis mempunyai pendekatan yang lebih kaya
seperti pendekatan ketahanan nasional dan kemaslahatan. Sehingga, pada
akhirnya dari beberapa tulisan di atas penulis menyimpulkan bahwa belum ada
satupun karya tulis yang persis dengan penelitian yang akan penulis teliti
terkait kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo)

tentang penghapusan dua puluh dua situs radikal dalam perspektif siyasah.

E. Kerangka Teori

Kebijakan (policy), secara etimologis, merupakan istilah yang
mempunyai akar kata dari bahasa Yunani dan Sansekerta yaitu polis (negara-
kota), yang kemudian dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politea
(negara), dan kemudian di dalam bahasa inggris istilah kebijakan disebut
dengan policy yang mempunyai arti mengenai masalah-masalah publik atau
administrasi pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan
berasal dari kata bijak yang berarti pandai, mahir, yang selalu memakai akal

budi pekertinya.18 Menurut Anderson, yang dikutip oleh Budi Winarno dalam

""Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahsa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), him.114.
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bukunya kebijakan publik, ia mendefinisikan kebijakan publik sebagai arah
tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau
sejumlah aktor dalam mengatasi sejumlah masalah atau suatu persoalan, dan
berdamapak langsung kapada publik/masayarakat.19

Definisi lain diutarakan oleh R.S. Parker, yang dikutip oleh Solichin, ia
mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau
serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah
pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai
respon terhadap suatu keadaan krisis.”® Dari kedua definisi ini dapat diambil
beberapa poin yang dapat memproyeksikan bahwa hal itu bisa disebut sebgai
suatu kebiajkan, diantaranya: kebiajakan sebagai suatau tindakan yang
mempunyai tujuan, dibuat oleh pemerintah atas tujuan tertentu untuk merespon
suatu peristiwa tertentu dan menurut hemat pemerintah layak untuk segera
diambil tindakan atas peristiwa itu. Namun, selain oleh pemerintah, kebijakan
juga biasanya melibatakan beragam aktor (stakeholders) dan baeragam
organisasi yang masing-masing harus bekerjasama dalam suatu hubungan yang
amat kompleks.” Melihat penjelasan ini, teramat jelas bahwa dalam setiap
proses pembuatan kebijakan publik harus melibatkan banayk elemen yang
dipandang punya sangkut paut dengan kebijakan yang akan dibuat. Misal,

penghapusan situs radikal islam, maka dalam kaitan ini pemerintah harus

®Budi Winarno, Kebijakan Publik:Teori dan Proses, (Yogyakarta: MedPres,
2007), hlm.18.

2Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Malang, UMM
Press, 2008), him. 51.

2 Ibid., hlm. 48.
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melibatkan para pemilik situs, tokoh islam, ahli tekhnologi dan masayrakat
sebagai konsumen.

Definisi yang agak berbeda diberikan oleh Thomas R. Dye yang dikutip
dalam buku Budi. Dye mengatakan bahwa “kebijkan publik adalah apapun
yang dipilih oleh pemrintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.*
Menurutnya, tidak serta merta kebijakan berarti kebijakan yang diputuskan
oleh pemerintah untuk dilakukan, namun, tindakan yang tidak dilakukan oleh
pemerintah pun bisa dikatakan sebagai kebijakan karena, justru tindakan oleh
pemrintah untuk tidak melakukan itulah yang menjadi kebijakan pemrintah.

Definisi-definisi di atas tidak jauh berbeda dengan definisi kebijkan
publik yang terdapat dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Apartaur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum
Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di
Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Peraturan Menteri
ini, dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh
pemrintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu,
untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang
berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Kebijakan publik
dapat berupa Undang-undang, Perturan Pmerintah, Peraturan Pmerintah
Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Wali

Kota/Bupati. Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pernyataan pejabat publik

22Budi Winarno, Kebijakan Publik:Teori dan Proses, (Yogyakarta: MedPres,
2007), hlm. 17.
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juga merupakan bagian kebijakan publik. Hal ini dapat dipahami karena
pejabat publik adalah salah satu aktor kebijakan yang turut berperan dalam
implementasi kebijakan itu sendiri.®

Kebijakan publik pada dasarnya mempunyai esensi rangakaian tahapan
yang  berkesinambungan. Berawal  dari  perumusan  kebijakan,
pengimplementasian kebijakan samapai tahap evaluasi kebijakan. Hal ini
merupakan bentuk tahapan yang tergabung dalam konsep proses kebijakan
publik. Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan
melalui tahapan-tahapan pembuatan kebijakan dalam suatu sistem politik atau
sistem kebijakan publik.**

Kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat
pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat disini merupakan
keseluruhan kepentingan yang untuh dari perpaduan pendapat, keinginan, dan
tuntutan yang dismapaikan kepada pemerintah.25 Yang menjadi ciri uatama
dari kebijakan publik adalah suatu peraturan maupun peraturan yang
diharapakan dapat mengatasi maslah publik.

Dalam islam, kebijakan publik diartikan sebagai sebuah hasil keputusan

para elit yang mempunyai otoritas untuk menetapkan sebuah kebijakan dengan

“Hery Susanto, “Kebijakan Pemerintah Daerah Tuban dalam Upaya
Mewujudkan City Brand “Tuban Bumi Wali — The Sapirit of Harmony™”’, Skripsi,Jurusan
Siyasah Fakultas Syriah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015), hlm. 12.

**Muslih Madani, Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan
Publik, cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 22.

) E. Hosio, Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-Esai dari Sorong,
(Yogyakarta: Laksbang, 2007), hlm. 3.
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mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan bagi masyarakat. Konsep seperti
ini tercermin dalam kaidah figih:
263l mally Ln e el e ool

Pada penjelasan di bawahnya, Ahmad Az-Zarqo menerangkan bahwa
kaidah ini menggambarkan batasan-batasan bagi pemimpin (pemerintah) dalam
memberikan pelayanan (kebijakan) kepada rakyatnya. Lebih lanjut, beliau
menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam membuat dan melaksanakan
sebuah kebijakan harus didasarakan kepada kemaslahatan umum. Pada
dasarnya seorang penguasa merupakan wakil dari rakyat untuk
menyelenggarakan beberapa kebijaksanaan, diantaranya adalah:

1. Menegakkan keadilan () 4<8Y)

2. Menghindari kedzaliman (plll) x82)

3. Menjaga hak dan akhlak masayarakat (35 (358l 4ilua)

4. Memelihara keamanan (<Y has)

5. Menyebarkan ilmu pengetahuan (al=d )

Setiap tindakan atau kebijakan dari penguasa yang bertentangan dengan
kemaslahatan ini ( untuk memonopoli dan mengabsolutkan kekuasaannya /
tirani ), maka hal tersebut akan menyebabkan kemadzorotan dan keputusan
pemerintah dianggap tidak benar (tidak sah).”’ Kaitannya dengan kebijakan

yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo maka, apakah kebijakan yang

**Mustofa Ahmad Az-Zarqo, Al Madkhal Al Fighi Al 'am : Al Figh Al
Islami Fi Tawbih Al Jadid, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), II: 1050.

YIbid.
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dikeluarkan oleh Kemenkominfo ini sesuai dengan prinsip-prinsip
kemaslahatan yang telah disebutkan atau mengabaikan semua prinsipnya sama
sekali. Hal ini diperlukan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang

ideal bagi masyarakat.

Selain teori kebijakan publik, untuk mengukur urgensitas dari kebijakan
pemblokiran situs-situs radikal ini penulis juga menggunakan konsep
ketahanan nasional sebagai salah satu sudut pandang. Ketahanan nasional
merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keulatan dan ketangguhan,
yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam
menghadapi dan mengatasi segala macam tantangan, ancaman, hambatan dan
gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung
maupun tidak langsung membahayakan intergritas, identitas, kelangsunagn
hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya.*®

Kemudian, dalam menjalankan tugasnya adalah suatu kewajiban bagi
pemerintah untuk memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik.
Hal ini merupakan perwujudan dari prinsip good governauce untuk
mewujudkan pembangunan nasional yang efektif. Good governaunce sendiri
diartikan sebagai cara peneyelenggaraan pemerintah dengan perinsip efisien
dan efektif serta mampu mengakomodir seluruh keinginan dan kehendak
rakyat. Selain sebagai seorang pelayan rakyat, pemerintah juga, merupakan

fasilitator (bukan regulator mutlak) yang menjembatani seluruh kepentingan

g, Pamudji, Demokrasi Pancasila Dan Ketahanan Nasional Suatu Analisa
Dibidang Politik Dan Pemerintahan, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985). hlm. 63.
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dan kebutuhan antara pemerintah, swasta dan rakyat. Untuk mewujudkan
semua ini tentunya seluruh elemen di atas harus bersih dari semua peraktik
yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi/kelompok dan mengabaikan

kepentingan negara/rakyat.

F. Metodelogi Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field
research dan library research. Penelitian lapangan (field research)
merupakan penelitian yang lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau
kelompok manusia tertentu atau objek tertentu sebagai latar dimana peneliti
melakukan penelitian. Sedangkan penelitian perpustakaan (library
research) dilakukan di perpustakaan dengan melakukan kajian sebelumnya,
jurnal dan sumber-sumber lainnya yang ada di perpustakaan.29

Selain itu, penulis juga menggunakan riset kualitatif. Riset
kualitatif diartikan sebagai proses pemahaman yang lebih mendalam
terhadap kompleksitas yang terdapat dalam inetraksi manusia. Dalam
penelitian ini peneliti berbaur menjadi satu dengan yang diteliti sehingga
peneliti dapat memahami persoalan dari sudut pandang yang diteliti itu

sendiri.>’

#Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Cet. 1,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

*Ibid, him. 193-194.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan cara
menguraikan kebijakan Kemkominfo tentang pemblokiran dua puluh dua
situs radikal secara objektif, kemudian menganalisanya dengan teori yang
ada. Maka proses kerjanya meliputi sebagai berikut: pengumpulan data,
klasifikasi data, sistematisasi data deskripsi data dan implementasi data.
Denagn demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan atau
menjabarkan kebijakan Kemkominfo tentang pemblokiran dua puluh dua
situs radikal, melainkan juga menganalisanya dengan teori kebijakan publik
dan tinjauan siyasah.”'

3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, maka data dapat dibedakan ke dalam
data primer dan data sekunder:*

a. Data Primer: data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh
melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel
dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.

b. Data sekunder: berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat
diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau
pendengaran. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah

diolah oleh peneliti sebelumnya. Diantara data-data yang termasuk

%Warno Surakhmad, Pengantar Penelitian llmiyah, (Bandung: Tarsito, 1985),
hlm. 139.

2Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Cet. 1,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 209-210.



21

kedalam data sekunder dinataranya: dokumen, surat, foto, hasil
rekaman, video, dll.

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi

Kegiatan ini meliputi melakukan pencatatan secara sistematik
kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain
yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.
Salah satu peran pokok dalam melakukan observasi ialah untuk
menemukan interaski yang kompleks dengan latar belakang sosial yang
3

alami.’

b. Wawancara (In-depth Interview)

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan melalui
tanya jawab langsung antara koresponden (peneliti) dengan orang yang
memiliki informasi (informan) terkait objek penelitian.

Teknik wawanacara dalam penelitian pendekatan kualitatif
dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 1) wawnacara dengan cara
melakukan pembicaraan informal (informal convertational interview),
2) wawanacra umum yang terarah (general interview guied approacch),
dan 3) wawancara terbuka yang standar (standarized open-ended

. .34
interview).

3Ibid., him. 224.
*Ibid.,hlm. 234.
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Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara denagn
pembicaraan informal kepada beberapa narasumber (informan) dari
pihak Kemkominfo dan juga informan lainnya di lapangan.

c. Kajian Dokumen

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam
mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat,
pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan
bahan-bahan tulisan lainnya.” Pada penelitian ini penulis mencoba
menkaji beberapa dokumen seperti peraturan perundang-undangan,
laporan-laporan yang dirilis Kemkominfo dan dokumen-dokumen
lainnya.

S. Teknik Analisis Data

Dalam analisis kualitatif, terdapat tiga alur kegiatan yang dapat

terjadi bersamaan:°

a. Menelaah sumber data, yang diambil dengan keseluruhan data yang
tersedia dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber
lain.

b. Redaksi data, diartikan sebgai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Melalui

3Ibid. hlm. 225.

*M. Manulung, Pedoman Tekhnis Menulis Skripsi, (Yogyakarta: Penerbit
Andi, 2004), him. 35.
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kegiatan ini, peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan dan
mengorganisasikan dan sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah akhir dari
seluruh kegiatan analisi kualitatif. Penerapan kesimpulan ini tergantung

pada besarnya kumpulan catatan di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gamabaran mengenai pembahasan dalam penelitian

ini, penulis akan membaginya ke dalam beberapa bab dan sub-bab sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan berupa pendahuluan yang berisi
latar belakang maslah, rumusan maslah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori,
metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB I1 KAJIAN TEORI
Pada bagian ini akan disajikan diantaranya: konsep
kebijakan publik, konsep ketahanan nasional, pemahaman
good governaunce, sites blocker dan radikalisme.

BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab 1II ini mendiskripsikan tentang Kementerian

Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo) diantaranya:



BAB IV
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letak geografis, sejarah, daftar menteri yang pernah
menjabat, visi misi Kemkominfo, tugas dan fungsi
Kemkominfo, struktur organisasi serta unit kerja. Kebijakan
Pemblokiran dua puluh dua situs radikal diantaranya:
Permen Kemkominfo No. 19/2014, pembentukan forum
panel, penutupan terhadap dua puluh dua situs radikal.
Terakhir dibahas tentang gambaran umum dua pulu dua

situs yang diblokir.

ANALISIS KEBIJAKAN KEMENKOMINFO
TENTANG PEMBLOKIRAN DUA PULUH DUA
SITUS RADIKAL DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

Implementasi  kebijakan penanganan situs internet
Bermuatan  Negatif: partisipasi antar  stakeholder,
pelaksanaan Permen No.19/2014 dalam konsep good
governaunce. Selanjutnya, Evaluasi Kebijakan Penanganan
Situs Internet Bermuatan Negatif: peninjauan kembali
Permen No. 19/2014 sebagai dasar hukum kebiakan,
pembentukan forum panel. Kebijakan pemblokiran dua
puluh dua situs radikal dalam perspektif ketahanan
nasional: situs radikal sebagai ancaman terhadap
pertahanan dan keamanan, ideologi dan pancasila. Terakhir,
efektivitas kebijakan pemblokiran dua puluh dua situs

radikal ditinjau dari prinsip maslahah.
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BAB YV PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari
beberapa bab sebelumnya, dan juga memuat saran-saran

dari penulis sebagai bahan pertimbangan pemerintah.



BAB V

PENUTUP

A. Ksimpulan

Kebijakan pemblokiran dua puluh dua situs radikal oleh
Kemnkominfo sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memerangi
kelompok-kelompok radikal beserta paham-pahamnya di Indonesia yang
semakin hari semakin masif merambah ke berbagai kalanagan masyarakat dan
kerap melakukan aksi kekerasannya di berbagai daerah. Dewasa ini,
radikalisme bukan hanya dipandang sebagai kehawatiran semata namun, telah
menjadi ancaman yang nyata bagi negara dan Bangsa Indonesia. Bentuk
ancaman ini dimanifestasikan dengan berbagai peristiwa aksi kekerasan dan
terorisme yang belakangan ini terjadi di indonesia yang tak dapat disangakal
lagi sebagaian besar dilakukan oleh anggota-anggota kelompok radikal seperti
ISIS dan yang lainnya. Selain menimbulkan berbagai keresahan di
masyarakat, radikalisme juga, telah menjadi ancaman nyata bagi Ketahanan
Nasional Bangsa Indonesia terutama dalam aspek Pertahanan-Keamanan,
Ideologi dan Politik. Melihat fenomena ini maka, pemerintah melalui
Kemkominfo memutuskan untuk melakukan tindakan berupa pemblokiran
situs-situs radikal sebagai salah satu cara untuk membendung masuknya

paham dan bahaya radikalsime ke Indonesia, dan mempertahankan Indonesia

120
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sebagai negara yang berkedaulatan dalam bidang Pertahanan-Keamanan,
Ideologi dan politik.

Dalam Islam, Ketahanan Nasional merupakan hak yang harus
diperoleh oleh setiap insan di dunia. Hak ini harus dijamin oleh negara kepada
seluruh masyarakat tanpa ada sedikitpun diskriminasi dalam bentuk apapun.
Hal ini telah disebutkan dalam Q.S. Al-Baqoroh (1):126 lewat kisah sebuah
do’a yang dimohonkan Nabi Ibrahim kepada Alloh SWT. Selain itu,
fenomena-fenomena radikalisme ini banyak memberikan kerusakan (mafasid)
besar terhadap Indonesia berupa permusuhan dan perpecahan antar umat
juga, adalah kemungkinan yang sangat besar apabila dikemudian terjadi aksi
bughot (pemberontakan/pembangkanagan) terhadap pemerintahan yang sah
disebabkan oleh kelompok radikal jika terus dibiarkan. Maka, untuk
memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, pemerintah Indonesia
beruasaha meminimalisir kerusakan-kerusakan di atas dengan cara
melakukan tindakan pemblokiran terhadap situs-situs radikal. Sehingga,
dalam hemat penulis, kebijakan ini dapat dikatakan efektif karena, memenuhi
nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam berupa menegakkan keadilan,
menghindari kedzaliman, menjaga hak dan akhlak masayarakat, memelihara
keamanan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, disamping mencegah
kerusakan yang lebih besar.

Selanjutnya, kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk memberikan

kesejahteraan kepada masyarakat. Maka dari itu, kebijakan sebagai keputusan
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pemerintah seyogyanya dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik (good governaunce). Pada dasarnya, kebijakan
pemblokiran situs-situs radikal ini sebagian besar telah memenuhi prinsip-
prinsip good governaunce seperti: partisipasi, transparansi, akuntabilitas,
efektivitas dan memperlakukan semua sama. Namun, dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik seharusnya bukan hanya berfokus pada hal yang
besar untuk mewujudkan cita-cita yang besar, lebih dari itu hal-hal kecilpun
yang menunjang terhadap kelancaran dalam pewujudan cita-cita yang besar
perlu diperhatikan karena, hal kecil inilah yang kelak menjadi permasalahan
besar jika diawalnya diremehkan.

Dalam konteks kebijakan pemblokiran situs-situs radikal ini, banyak
pengabaian-pengabaian bersifat administratif, teknis maupun yuridis yang
dilakukan oleh pemerintah diataranya: tidak ada hasil analisa yang utuh dan
jelas dari BNPT, tidak ada pemberitahuan dahulu kepada para pengelola situs
terkait, kurang koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, masih
malas dalam melakukan pemblokiran situs-situs radikal dan tidak memiliki
payung hukum yang lebih kuat. Padahal, dalam Islam perilaku-perilaku ini
jelas tidak mencerminkan sifat menjaga dari kerusakan dan menarik kepada
kemaslahatan. Selain itu, perilaku-perilaku tersebut juga tidak mencerminkan
sifat optimal dan totalitas dalam bekerja.

Hal ini memang terlihat kecil, karena tersembunyi dari mata publik.

Namun, ketika publik sudah mengetahuinya ternyata menjadi permasalahan
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besar yang menenggelamkan keseluruhan prestasi yang telah dicapai. Padahal,

kesuksesan Kemkominfo dalam memblokir puluhan ribu situs pornografi dan

situs negatif lainnya merupakan prestasi besar yang tidak banyak orang

mengetahuinya. Dari penjelasan ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah

terutama Kemkominfo kurang serius dalam mewujudkan good governaunce

dan tidak totalitas.

B. Saran

1.

Sebaiknya pemerintah mulai memikirkan untuk membuat perundang-
undangan yang berkaitan dengan radikalisme secara khusus karena selama
ini payung hukum yang dipakai pemerintah untuk menangani situs radikal
belum mempunyai kekuatan hukum yang tinggi. Selain itu, hal ini juga
dapat mengantisipasi jika dikemudian ada situs yang menggugat karena
ketidakterimaannya terhadap kebijakan pemblokiran yang dilakukan

pemerintah.

. Hendaknya pemerintah membuat pengertian radikalisme beserta situs

radikal yang jelas dan mempublikasikan/mensosialisasikannya kepada
publik sebagai upaya menyamakan pola pikir yang berkembang di
masayarkat. Tindakan ini perlu dilakukan mengingat permasalahan
radikalisme sendiri masih menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai

baik dikalangan akademis maupun dimasayarakat. Apalagi ketika
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radikalisme merambah ke dunia internet, hal ini jelas lebih
membingungkan.

. Pemerintah terutama Kemkominfo harus lebih memaksimalkan lagi
Permen Kominfo No. 19/2014 beserta Forum Panelnya, dan menjalankan
seluruh prosedurnya secara tegas dan konsisten. Jika ini dijalanakan secara
totalitas, penulis yakin suasana good goovernaunce dalam penanganan

situs-situs negatif atau radikal akan tercipta dan berjalan dengan kondusif.
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DRAF PERTANYAAN WAWANCARA

. Pada tanggal 29 Maret 2015, di media banyak pemberitaan tentang

Kemenkominfo mengeluarkan kebijakan penghapusan terhadap 22 situs
radikal islam, benar atau tidak ?

Apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan tersebut ?

. Apa yang menjadi dasar/pijakan hukum kebijakan tersebut ?

Kenapa 22 situs islam itu dihapus? Ada apa dengan ke 22 situs islam tersebut
?

Kemenkominfo dapat surat rekomendasi dari BNPT untuk menghapus 22
situs tersebut, apa hubungan BNPT dan Kemenkominfo ?

Bagaimna prosedur penghapusan situs yang ada dalam peraturan
Kemenkiminfo atau Undang-undang?

9 april 2015, tiba-tiba dimedia banayk pemberitaan tentang pembukaan
(normalisasi) kembali terhadap 12 situs yang telah diblokir Kemenkominfo,
sedangkan sisanya (10) tidak. Mengapa demikian?

Selain 22 situs radikal islam yang dihapus, ada gak situs-situs lain yang
dihapus Kemenkominfo?

Dalam kebijakan tersebut ada kata “rdakail islam”, bagaimna penjelasan
kemenkominfo?

Batasan situs radikal yang di pahami atau yang ada dalam peraturan
Kemenkominfo itu seperti apa?

Apakah kebijakan ini tidak dikhawatirkan bertentangan dengan kebebasan
menyatakan pendapat yang dimiliki setiap warga negara?

Seberapa besar pengaruh situs radikal di Indonesia?

Seberapa efektif kah kebijakan ini untuk meminimilisir paham radikal masuk
indonesia?

Apakah sebelum pemblokiran ada pemberitahuan terlebih dahulu kesitus yang
akan diblokir? Karena dalam pasal 14 poin a Dirjen harus memberikan

peringatan terlebih dahulu ke penyedia situs yang dimaksud?

IV



TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PAK MOH. WILDAN, S.IP, M.SI.

(Kasubag Evaluasi dan Laporan Ditjen Aptika Kemenkominfo, Email, 23-26

Saya

Narasumber

Saya

Narasumber

Saya

Narasumber

Saya

Narasumber

Saya

Narasumber

Agustus 2016)

: Pada tanggal 29 Maret 2015, di media banyak pemberitaan tentang
Kemenkominfo mengeluarkan kebijakan penghapusan terhadap 22

situs radikal islam, benar atau tidak?

: Benar ada penutupan akses beberapa situs.

: Apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan tersebut ?

: Pelaporan dari BNT.

: Apa yang menjadi dasar/pijakan hukum kebijakan tersebut ?

: Peraturan Menteri Kominfo No.19 tahun 2014 tentang penanganan

situs internet bermuatan negatif.

: Kenapa 22 situs islam itu dihapus? Ada apa dengan ke 22 situs islam

tersebut ?

: Perlu diluruskan bukan dihapus tapi di blokir (penutupan akses).
Kemenkominfo dapat surat rekomendasi dari BNPT untuk

menghapus 22 situs tersebut, apa hubungan BNPT dan Kemenkominfo

?

: Pelaporan dan koordinasi antar Lembaga Negara (pasal 4)



Saya

Narasumber

Saya

: Bagaimna prosedur penghapusan situs yang ada dalam peraturan

Kemenkiminfo atau Undang-undang?

: Standar Opeasional Prosedur (SOP) Filtering :

1. Pengaduan dari lembaga dan masyarakat melalui Website/email/
surat

2. Tim Panel, masing-masing Panel beranggotakan para ahli, tokoh
masyarakat, dan prominent person di bidang masing-masing

3. Monitoring Tim di tiga media sosial utama Indonesia ( Facebook,

Youtube dan Twitter)

Sejak bulan April 2015, Menteri Komunikasi dan Informatika melalui

SK Menkominfo Nomor 290 Tahun 2015 membentuk Forum

Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang terdiri atas 4

(empat) Panel, yaitu :

a) Panel Pornografi, Kekerasan Pada Anak, dan Keamanan Internet

b) Panel Terorisme, SARA, dan Kebencian

c) Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat & Makanan, dan
Narkoba

d) Panel Hak Kekayaan Intelektual

9 april 2015, tiba-tiba dimedia banayk pemberitaan tentang
pembukaan (normalisasi) kembali terhadap 12 situs yang telah diblokir

Kemenkominfo, sedangkan sisanya (10) tidak. Mengapa demikian?

VI



Narasumber

Saya

Narasumber

Saya

Narasumber

Saya

Narasumber

Saya

Narasumber

: Forum Panel memutuskan hanya 12 situs yang masuk kategori

dilakukan filtering.

: Selain 22 situs radikal islam yang dihapus, ada gak situs-situs lain
yang dihapus Kemenkominfo?

: Ada, yang tergolong pornografi, perjudian dan obat terlarang
(Laporan terlampir)

: Dalam kebijakan tersebut ada kata “rdakail islam”, bagaimna
penjelasan kemenkominfo?

: Terminologi radikal atau radikalisme tidak hanya islam tapi sesuatu

ideologi atau paham yang mengancam keutuhan NKRI.

: Batasan situs radikal yang di pahami atau yang ada dalam peraturan

Kemenkominfo itu seperti apa?

: Definisi radikal tetap mengacu pada Pancasila, UUD 1945 dan UU

yang berlaku di Indonesia

: Apakah kebijakan ini tidak dikhawatirkan bertentangan dengan
kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki setiap warga negara?

: Tidak perlu khawatir karena terdapat mekanisme filtering, yakni
penutupan akses suatu situs terlebih dahulu harus ada aduan
masyarakat atau pelaporan oleh lembaga negara. Kemudian ada juga
forum panel yang menentukan tetap sebagai penutupan akses atau

normalisasi.

VII



Saya

Narasumber

Saya

Narasumber

Tentu ada kondisi darurat (emergency) seperti ketika ada laporan
kartun penghinaan nabi, itu segera kami tutup esok harinya. Bahkan
melalui Kementerian Kominfo bekerjasama dengan unit Cybercrime

POLRI berhasil melacak dan menanggap pelakunya.

: Seberapa besar pengaruh situs radikal di Indonesia?

: Belum ada survey dari Kominfo, mungkin data tersebut terdapat di

lembaga negara lain atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

: Seberapa efektif kah kebijakan ini untuk meminimilisir paham

radikal masuk Indonesia?

: Tujuan awal mekanisme filtering untuk melindungi generasi muda
bangsa terhadap bahaya pornografi. Pada perkembangan selanjutnya
muncul krateria tambahan seperti yang disebutkan pada 4 panel
tersebut. Data yang ada sampai dengan saat ini situs pornografi

merupakan bagian terbesar yang di filter.
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PAK NOOR IZA

(PIt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenkominfo, Rabu, 28 Sepptember

Saya

Narasumber

Saya

Narasumber

Saya

Narasumber

2016)
: Apa yang menjadi dasar/pijakan hukum kebijakan tersebut ?
: Salah satunya Permen (No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan
Situs Internet Bermuatan Negatif). Tapi harus ada yang lebih tinggi
lagi. Apa ya, Undang-undangnya kira-kira?
: Belum ada pak. Ada juga UU tentang Terorisme. Kenapa 22 situs
islam itu diblokir pak? Ada apa dengan situs-situs tersebut?
: Di hawatirkan ada ajakan-ajakan, kriterianya ada ajakan-ajakan,
misalnya Syekh al Jawahiri instrupsikan jihad targetkan lokasi
strategis AS, nah itu udah jelas targetnya. Kalo Cuma misalnya orang
harus jihad karena Alloh memang suruh kita untuk jihad,jihad itu bisa
berbagai macam; kita mejaga nafsu, kita menahan dari ini, di dalam
perbedaan agama kita tetap (toleran).
: Itu wajarkan pak?
: Kalo itukan ilmiah. Atau dia melakukan perlawanan seperti situs
ISIS. Atau melakukan propaganda melakukan perlawanan kepada
misalnya panglima TNI atau melakukan provokatif, ada juga situs
yang provokatif, disitu kita lihat isi di dalmnya seperti apa, disitu kita

dapat bedakan mana yang provokatif mana yang tidak.

IX
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Narasumber
Saya
bermuatan
Narasumber

Saya

Narasumber

Saya

Narasumber

Saya

: Kalau yang di Permen Kominfo No. 19?

: Itu tata cara, tata cara pemblokiran.

: Tapi dalam Peremen tersebut situs yang termasuk ke dalam situs
negatif itu pornogrfi, yang kedua kegiatan ilegal?

: Iya situs ngatif itu pertama, porografi kedua, kegiatan illegal lainnya.

: Jadi belum ada definisi khusus tentang seperti apa situs yang bisa

disebut ilegal?

: Gak butuh definsi. Definisi kan terlalu jelas. Kalau jelas kan kita

harus ngelaksanain. La kalau gak ngelaksanain gimana? Ini kan kalau

bisa, iya kan? Masa mau menargetkan? Situs radikal itu agak abu-abu,

kadang kita menutupnya agak malas, kalau jelas kan jelas ditutup,

misalkan represif.

: Kemarin atas rekom BNPT ya?

: Iya ada surat dari BNPT kita tutup 19, setelah itu jeda beberapa hari

baru  kemudian 3 situs lagi. Makannya BNPT diam saja. Soalnya

mereka tahu. (bicara soal konspirasi)

: Jadi Forum Panel dibentuk setelah adanya kejadian pemblokiran 22

situs islam tersebut ya? Dan apakah bisa diambil kesimpulan bahwa

keputusan tim panel menormalisasi situs-situs tersebut membuktikan

bahwa kedua belas situs tersebut tidak bermuatan negatif/radikal

sedangkan sisanya (12) brmuatan negatif/radikal?



Narasumber

Saya

Narasumber

Saya

Narasumber

Saya

Narasumber

Saya

Narasumber

: Waktu itu belum ada forum panel. Sebetulnya kita bikin panel, tapi
kata pak menteri tandatangannya ahir bulan aja, terus ada itu tadi
radikal, makanya kita undang, sudah kita telepon-teleponin
sebelumnya, mereka tahu kalau kita mau bikin panel.

: Jadi ini secara kebetulan berbarengan dengan kejadian ini atau
gimana?

: Ya pas ini ditandantanagani,

: Tanggal 6 Maret pak menteri baru mengumpulkan tim panel, tanggl
29 April situs radikal diblokir?

: Di meeting pertama kita dengan panel, kalau memang mungkin, ini
gimana ditutup gak ini, kalo memang gak ya dibuka lagi.

: Berarti ini merupakan pemblokiran pertama terhadap situs-situs
radikal, atau sebelumya juga pernah ada?

: Sebelumnya lebih ke arah kekerasan, seperti sara gitu, porografi. Iya
ini baru pertama kali.

: Jadi penghapusan ini harus berdasarkan laporan terlebih daghulu atau
Kominfo bisa memblokir secara mandiri tanpa harus menunggu
pelaporan?

: Pemblokiran ini bukan tindakan hukum. Bukan punishment, orang
salah terus kita panggil bukan seperti itu, pemblokiran itu, ini tidak

baik ya sudah kita hapus, tidak harus laporan. Cuma agar kita tahu
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Saya

Narasumber

Saya

Narasumber

Saya

Saya

Narasumber

Saya

banyak harus ada laporan karena kadng kita juga tidak tahu. Cuma kita
bisa cari sendiri juga.

: Setelah itu kebetulan baru dibentuk tim panel?

: Tim panel sebenarnya pembentukannya (20) Desember 2014, Cuma
kemakan ahir tahun.

: Kalau pemahaman yang didapat dari media setelah kejadian ini baru
dibentuk tim panel?

: Iya, tim panelnya sudah kita bentuk seak tanggal 20 Cuma kan ada
tahun baru, macam-macam, dihubungi satu-satu, di robah lagi-dirobah
lagi, “pokoknya saya tandatangani Maret, habis maret tanggal ahir
saya tandatanagan”, pak Rudi katanya gitu, Cuma kan tanggal 29 nya
ada kejadian itu,

: Karena ada surat BNPT juga, berarti ini atas analisa BNPT? Iya
analisa BNPT, mereka punya, cuma kita tidak dikasih, tapi kita hrus
percaya analisa dia, toh kita lihat benar kan.

: Kalau di Permen nya harus ada hasil analisanya?

: Iya sebenarnya, cuma kita enggak (tidak), ya langsung kita blokir aja,
ya mungkin krena itu tadi ada konspirasi, makannya mereka gak mau
menyamppaikan alasannya, kalau sampai kemana-mana kan bahaya,
suratnya aja gak kita edarin, kita rahasiakan. Ya surat biasa, ya
alasannya “karena seperti ini”’ sih ada.

: Kalau saya minta back-up surat tersebut boleh pak?
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Narasumber

Saya

Narasumber
Saya

Narasumber

Saya

Narasumber

Saya

Narasumber

: Udah gak ada udah lama. Juga rahasia, Nanti 30 tahun lagi.

: Berarti keputusan normalisasi 12 situs islam merupakan keputusan
tim panel?

: Iya keputusan tim panel!

: Berarti tima panel sekarang sudah mempunyai definisi khusus dong?
: Enggak, setelah itu kita rapatkan dan kita kembangkan definisi-
definisi tadi. Jadi ada yang termasuk kedalam merah,, kuning, hijau.
Merah itu sudah mengajak dan intrupsi, sudah ada tempat dan sasaran.
Kalau kuning masih menjadi perdebatan isinya, mengajak-ajak tapi
gak jelas, ya masih bisa di tolerir, kalau hijau ya masih sebatas
membahas jihad biasa, kan wajar!. Dalam kebijakan tersebut ada kata
“radikal islam”, bagaimna penjelasan kemenkominfo?

: Tapi di media ramai dengan kata-kata ‘“radikal islam”. Dari mana
sumber kata-kata itu, apakah tersurat dalam surat rekomendasi dari
BNPT, apakah cuma buatan media, atau dari mana?

: Kalau kita memakainya ya situs radikal atau mengandung ajaran
radikalisme, kalau media ngomongnya situs islam, karena belum tentu
dia situs islam juga, bisa juga agama lain, kalau gak salah ada yg
agama lain juga.

: Tapi kebetulan pas kejadian itu islam semua?

: Iya islam semua!.
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Saya

Narasumber

: Apakah sebelum pemblokiran ada pemberitahuan terlebih dahulu
kesitus yang akan diblokir? Karena dalam pasal 14 poin a Dirjen harus
memberikan peringatan terlebih dahulu ke penyedia situs yang
dimaksud?

: Gak ada ya kita langsung tutup aja. Pemeberitahuan itu kalau
situsnya yudisi kaya youtube, soalnya gak tahu kita beri tahunya ke
siapa, setelah ditutup baru mereka bisa dihubungi. Kecuali kalau hal-
hal kecil aja, seperti ada situs-situs baik, seperti kaskus itukan baik,
terus ada yang pornogarfi itu kita kasih tahu, terus mereka hilangin,

karena kalau porogarfi itu sudah posisioning.
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Screen Shoot Proses Pencarian Dan Perizinan Ke Beberapa Situs Terkait

19:40 CO Lal

A, Skripsi Jitu
é% r p

AV}

last seen today at 19:08

Terima kasih.. 15:23 v/

Boleh, silakan. 5.9

Saya tadi liat di pamflet ada salah
sponsor dailymuslimnet, boleh minta
informasi alamat kantor atau CP yg
bisa d hubugi? Untuk kepentingan
penelitian skripsi..terima kasih..

1536 W/

Lgsg hubungi
redaksi@muslimdaily.net saja ya
15:48
Gak ada nomornya ya mas? Solanya
saya sudah nyoba hubungi belum
ada konfirmasi sampe sekarang...

1551 W/
Mohon maaf, saya tdk berkenan
share selain email 2 o

5:52

Oh ya udah terima kasih.. 555

- 0

19:42 cO
Skripsi MDN

+62 856-5205-6535

0% X il .l O3 46 19:39 co

Skripsi Jitu
< . last seen Sun 10:28

0% N ful il CH 46 14:20 O @

Nl il O3 46

AV

Gak ada..cuma email redaksi itu aja
gak ada konfirmasi smpe
sekarang..kebetulan saya juga dari
jogja ini.. 16:01 W/

oh.@ ¢

16:01
Yah..gak bisa bantu ya mas (@2
16:04 W&

Ke wartwan mdn ajah atuh yah.. ke
pak ranu, +62 852-2908-4919 16:05

Kirain mau nanya soal jitu bandung
nya.. hehe 16:06
Mdn tuh muslimdailynet ya? (22
16:07 W/

Hehe nanya nya satu2 aja e 16:00

lyah 1632

Bilang ajah dapet kontak dr kang
pipin tabloid alhikmah bandung 153>

- 0

0% X Sl il (3 77

+62895701038909

Assalamualaikum..

Saya yusuf dari jogja. Mas
boleh minta alamatnya
muslimdailynet gak? Mohon

info nya, untuk kepentingan
penulisan skripsi..

Terima kasih
wassalamualaikum.

Tw no sy dr mana?

Dari mantan wartawan
muslimdailynet, tp sekarang
udah pindah k panjimas.com,

Card 1 —I—

Assalamualaikum...

Kami sdh melihat proposal
skripsi antm...dan sdh kami
pelajari latar blakng,rumusan
mslh,dan tjuan penelitian...
setelah kami rapatkan dg
para pimpinan, proposal
antm paling cocok d arahkan
kpd kemenkominfo bkn
kami... Krn sesuai
judul,rumsan mslh,dan tjuan
pnilitan pling relavan mad'u
nya adlh keminfo.syukran

Waalaikumsalam..

Terima ka ebelumnva

Card 2 —I—
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1115w
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Bukti Wawancara Lewat Email, 23-26 Agustus 2016

' I Bis: Bls: Bls: Permohonan... « | G nama dekan dan kejur fa.. (=
« C | & btyrs//mg.mail yahoo.com/neo/b/message?sMid =3&fid =Sent&fidx=2&sort=date&order=down&startMid=0&filterBy=&ac=TZ 3¢ = N

Pada Rabu, 24 Agustus 2016 14:05, Wildan <mowi001@kominfo.go.id> menulis:

To : Yusuf Ambari
terlampir jawaban dari kami.

Salam,

Moh.Wildan, S.IP, M.Si
Kasubbag Evaluasi dan Laporan Ditjen Aptika

From: "Yusuf Ambari" <ambari_yusuf@ymail.com=
To: mowioo1@kominfo.go.id

Sent: Tuesday, August 23, 2016 3:36:37 PM
Subject: Bls: Permohonan Wawancara L

m

Mohon maaf pak tadi ketinggalan.

Pada Selasa, 23 Agustus 2016 13:58, Yusuf Ambari <ambari_yusuf@ymail com> menulis:

Accalami'alailim \Wr \AWh
4 . - . n | 3

'E Bls: Bls: Bls: Permohonan...

< C' | & hi#prs://mg.mail.yahoo.com/ne

Pada Jumat, 26 Agustus 2016 11:42, Wildan <mowi001@kominfo_go_id> menulis:
To : Yusuf Ambari

Surat bukti telah melaksanakan penelitian di Kemenkominfo hanya bisa dibuat
dengan syarat :

1. Kementerian Kominfo menjawab surat permintaan penelitian resmi dari
Universitas.

2. Pimpinan kami di Ditjen Aplikasi Informatika memberikan tugas/Disposisi
kepada kami untuk membimbing/menjelaskan kepada mahasiswa tsb.

3. Yusuf benar-benar pernah mencari data secara langsung di Kominfo selama
periode waktu tertentu.

Silahkan Yusuf membuat surat tersebut dan mengirimkan kepada Pusat Informasi

dan Humas (PIH) Kementerian Kominfo agar sesuai dengan prosedur yang
berlaku.

Salam,

Moh.Wildan, S.IP, M.Si
Kasubbag Evaluasi dan Laporan Ditjen Aptika
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LAPORAN TRUST POSITIF

Sejak bulan April 2015, Menteri Komunikasi dan Informatika melalui SK
Menkominfo Nomer 290 Tahun 2015 membentuk Forum Penanganan Situs
Internet Bermuatan Negatif yang terdiri atas 4 (empat) Panel, yaitu :

a) Panel Pornografi, Kekerasan Pada Anak, dan Keamanan Internet

b) Panel Terorisme, SARA, dan Kebencian

c) Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat & Makanan, dan Narkoba

d) Panel Hak Kekayaan Intelektual

Masing-masing Panel beranggotakan para ahli, tokeh masyarakat, dan
prominent person di bidang masing-masing., Prinsip dibentuknya Forum
Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif adalah :

a) Meningkatkan governance (tata kelola internet),

b) Meningkatkan peran masyarakat dan multi stakeholder, antara lain :
berbagai komponen masyarakat yang terkait erat, para tokeh dan ahli di
masyarakat dan di bidangnya, juga instansi / lembaga terkait

c) Berperan dalam perlindungan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual

d) Memberikan pertimbangan dan keputusan akhir suatu konten di internet

FORUM PENANGANAN
SITUS INTERNET
BERMUATAN NEGATTF

Forum Panel penanganan situs bermuatan negatif

Sejak April 2015, Kominfo dan Panel aktif melakukan kegiatan penanganan
situs internet bermuatan negatif, Pada tahun 2015 ini, Kominfo telah
memblokir sebanyak 4421 situs dan melakukan normalisasi sebanyak 137 situs,
sehingga jumlah situs yang diblokir selama tahun 2015 berjumlah 4284 situs,

Terdapat 11 kategori situs negatif, yaitu Pornografi, SARA, Penipuan / Dagang
llegal, Narkoba, Perjudian, Radikalisme, Kekerasan / Violence, Kekerasan /

Pornografi Anak, Keamanan Internet, Pelanggaran HKI, dan Lain-Lain, Rincian
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untuk penanganan situs tahun 2015 dapat dilihat di tabel-tabel dan gambar di

bawah,

Koordinasi Bersama dengan ISP dalam Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Lebih lanjut, Kominfo juga telah berkoordinasi dengan pengelola media sosial

yang popular di Indonesia (Facebook, Twitter, dan Youtube) untuk pelaporan
dan penghapusan konten-konten negatif di media sosial tersebut, Selama tahun
2015, terdapat 1348 konten Twitter, 720 konten Facebook, dan 528 konten

Youtube yang dilaporkan Kominfo ke pengelola media sosial masing-masing

terkait dengan Pornografi, Selain itu, 2 konten Twitter, 4 konten Facebook, dan
78 konten Youtube telah dilaporkan terkait dengan SARA dan Radikalisme.,

Jumlah Situs

| Penambahan . | Penambahan Jumlah situs sd.
Kategori sd. akhir .
2014 2015 akhir 2015
2014

Pornografi 2.784 749.717 3.780 753.497
SARA 15 15 8 23
Penipuan [/ Dagan

P e 38 38 414 452
llegal
MNarkoba - - 5 5
Perjudian 76 76 1.088 1.164
Radikalisme - - 37 37
Kekerasan [ Violence | - - - -
Kekerasan !

- - 3 3

Pornografi Anak
Keamanan Internet - - 1 1
Pelanggaran HKI - - 48 48
Lain-Lain 670 11.3%90 22 11.412
Mormalisasi 111 111 137 248
Jumlah 3.472 761.125 5.269 766.394

XXI




Pemblokiran Selama Tahun 2015

1
247 37 0-3948,14;

® Pornografi = SARA
Penipuan / Dagang llegal = Narkoba

= Perjudian m Radikalisme

m Kekerasan / Violence m Kekerasan /Pornografi Anak

® Keamanan Internet ® Pelanggaran HKI

= [3in-Lain = Normalisasi

Media Sosial (2015 - Pornografi) Media Sosial (SARA / Radikalisme)

Twitter 1348 Twitter
Facebook 720 Facebook 4
Youtube 528 Youtube 78
Jumlah 2.588 Jumlah 84

Updating Statistik aduan konten dapat dilihat di website https://kominfo,go.id/
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